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ABSTRACT

Singapura is ong of neighhourng SoUniy that has adjacent sea with
indonesia, The graphic of economic gown was nol equitable with his small
\arritarial. This cicumtances intended to fullfill the neads of istand as a impact the
development of the community. The solution is Singapura take reclamation for
(hey islands, Reclamation 15 an effort to make land suitable for us2 ot extanding
the land for profilable using, At the beginning, Singapura impported sands from
indonesia as a comodity 1o construct the building in their country, but lately it 15
used to reclumation process of their isfands.this process caused negative effeci 10
donesia’s sovercignty and environmental life. Some island in the border of
Indonesia-Singapura thraaten to dissapear causad of the sands explaration from
the island. Besides, this made a opportunitics for illepal sands distribution in
“Kepulavan Riau™. In the accomplishmment of this thesis, the writer conducted the
rescarch by applying the method of prablem approach in normative study and by
using inventory and syncromze the law of the sex The resull of the reseach
raveals that reclamation of Singapurz island causad the bad impact to the
soverzignty and environmental hfe in Tndonesia. To faces this circumiinees,
Indonesia established the Rules of Minister of Trade Wo.2 Of 2007 about Export
Prohibition of Sands, Soil, and Top Soil. By this rules the government expect that
Indonesia could protect the sovereipnty and natural resources in their territorial.
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BAB I
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Hampir separuh dari kawasan alam semesta ni tendici dan pecairan dan
laul, yang menyaluksn dan memisahkan kebemnduan daratan sebogal emnpst
hidup manusia. Dan sejak daholu, laul sudeh dimanlaatkan uniek keperlingan
pelavaran, perdagangzan, dan menjadi sumber kehidupan bagl manusia untuk
pemenuhan kebuluban dan nuinst makanan dengan biola faul

Seiring dengan perkembangan persdaban manusta, kebermdasn laul
Gidak bisa dikalskan lagi sebagar sarana bebas pemenuvhan kebutuban malik
persama, Denpan tumbuh dan bermunculannya negara-negara dan entily barg,
fuga menunlul pengakuan dan kedaulatan batas pembagian kekoassan laut dan
perairan, yang nemberikan jaminan bagi pepamenegara pemilik wnbek
memanfzalgan, mengexsplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang
lerdopat ¢ permukasn, pedalaman, bahkan dibawah laut.

Dengan demikian, dibuluhban adanya regulasi atae aturan hukum yang
jelas mengenai hal ini. Regulasi mengenai peraitan inipun berkembang sesual
dengan tuntutan dan kebutuban sejak dahulu hinggs sckarang,  Seperli
contohoya, di Indonesia pada zaman dahulu sudah lerdapst suatu kompilasi
dari "Hukum Laul Amanna Gappa™ dan dserah Wajo (Bugis), Sulawesi
Selalan; sebagai himpunan hukum pelayaran dan perdagangan'.  Kompilasi

brukum ind, masih bersifal inlern mengalor perairan nasional.

Chzirul Awwar, forizon Barw ks Lowt feternosional?, Takarta: Diambazzn, 1989, hlm |



Secara infernasional, seiving dengan perkembangan ilmu pengeishuan
dan teknologi pelayaran, pada abad ke-16 dan abad ke- 17, kemmginun untuk
menguasal faulan merupakan hal vang diperebulkan olel negars-nepana
marilim di Eropa. Hal im dapal dilihat dengan kebijaksanaan vang diambil
oleh nepara-negars yang memiliki pantai dan laul, sebagai entilas yang
memiliki kedavlatan unluk menentukan balas kekussasn pada laul wang
dimilikinya, sepertl upaya Spanyol dan Porlupis unluk mengussai laulan
berdasarkan Perjanjian Tordesillas (shun 15949,

Rebijaksanaan ini tidak diterima begitu saja oleh oleh negara-negara
lairn yang bertelangga atau memiliki kepentingan yang sama pada kawasan
laut tersebut, Afuran ini mendapal lantangsn dari Ingeris dan Belanda, Yany
menghendaki kebebasan di lawt seperll yang lerdapat di dalam karangan
Grotivs, “mare liberum”  yakni sualu paham yang mengatakan bahwa laut
audalah milik bersama, dan lidak dibenarkan untek dimiliki oleh suatu negara
alaow enli!}r.‘?

MNamun kesadarun skan besamya sumber daya dan keunlungan yang
dapat diperoleh dar laut mempengaruhi Raja James | dard Ingeris menetapkan
bagi penangkapan ikan di kawasan paniai negara-negara yang berada di bawah
ekunsasnmys harus mendapatkan jzin dan membavar rovally.” Hal ini
merupakan pengaplikasian paham “mare clavsum™; yang mengangeap balwa
saul dapal dimiliki oleh nepara-negara yang memilikinya, Perbedaan antam 2

paham ini pun akhirnya menjadi perdebatan voridis negara-negara di Eropa

Ezfrmaldi, Hedumw Lowr frtermasiona!, Pekanbar: TR Press, 2005, ko [1.

e, hlm2
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BAB IV

PENUTUD

A. Kesimpulan

Konsekuensi yuridis dari reklamasi yang dilakukan aleh Singupura adatub
terancamnya kedaulatan |ndonesia pada wilayah Taut terilocial, kanmna
mampir hilangnya Fulau Mipah vang menjadi ditile dasar penenluan gans
hatas wilayah laul teritarial antara Indonesia dengan Singapurd, sedanghan
perhatasan wilayah laul seritorial antara [ndonesia-Singapur dibagian
barat sepanjang 18 MM belum memiliki perjanjian batas laut teritorial
yang diratifikasi dengan Indanesia dan masih dalam tahap perundingan.
Gelain dampak yuridis, reklamasi Singapura jup herdampak terhadap
Lelestarian lingkungan kartos pengerukan pasie darat di Kepulauan Riau
vang digunakan untuk reklamasi pulau-pulaw di Singapurs mengukibatkan
kerusakan ekosistem faut dan daral yang sangat parah, yang membutuhkan
psala konservasi dengan dana yang tidak sedikit, bahkan lebih besar jika
dibandingkan dengan keuntungan ¥ang diperclzh dari penjualan pasir ke
Singapura, [Keberadaan Pulas Mipah sebagai pulau terioar, saal ini sedang
dalam tahap pereklamasian Lemhali aleh pemerintah Republis Indonesiz
uniuk tetap menjaga keberadaan pulau tersebut, Mapun reklamasi yang di
lakukan oleh Singapura ini tidak herdampak techadap pelayaran kapal-
kapal yang melintasi perairan Selat Singapura  yang herada  antar

indonesia dan Singapura karena di dalzm pelayaran telah memiliki
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pedoman TS5, vaitu Traffic Separation Schetma Yung lidak terpengarub
cama sekali terhadap penambanan wilzvah Singapurd dari hasgil reklamusi
pulaumnya.

Reklamasi pulau  Yang dilakukan  Singapurd saly  menurut  bukum

[

|ntemnasional, namun penentuan garis bates wilayah Jaut leritorial ardacd
negara Republik jndonesia dengan Singipurs pada dasrah yang belum
memiliki perjanjian wilayah perbatasan lant mntara kedua negard yangd
helum diratifikasi, tidak Lisa dihitung dar paris batas terluar pulan hasi
reklamasi, schagaimana dinyatakan di dalam pasal 11 dan pasal GO ayat 2
Konvensi Hukum Laut 1982,

1, [lpaya yang ditcmpuh negara Republik Indanesia terhadap pekiamasi yang
dilakukan olch Sinpapur, aptara lain adalah dengan mengeluarkan
Peratyran Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pelarangin
Ekspor Pasir, Tanah dan Top Soil yang efekiif sejak O Februari 2007.
Gelain itu Pemerintah juga mclakukan percklamasiin kembali terhadap
Pulau Mipah yang hampir tenggelam dan merencanakar pembangunai

pelabuhan permanen { Permanans Harboury di pula tersebut.

B. Suaran
1. Penulis berpendapat hahwa tindakar rellamasi yang dilakukan Simgapued
yang telah herlangsung puiuhan tahun ini j2ias cekali felah merugikan
Indonesia, baik sccan ekonomi, sasial dan kedaulatan, Flal ini tidak dapat

dibiackan begitu saia. Sangat dihurapkan adanya kelegasan sikap dar
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